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Dalam KUHAP, selain istilah alat bukti adapun istilah barang bukti dalam
KUHAP namun dalam pasal 1 KUHAP tidak diuraikan apa itu barang bukti. Andi
Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Kamus Hukum” mengartikan “Barang
Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau
dakwaan. Barang bukti dan alat bukti merupakan sesuatu yang berbeda tetapi
berhubungan erat dalam kepentingan pembuktian pidana maupun sebagai
penambah keputusan dalam pengambilan putusan di pengadilan. Yang mana
putusan itu bisa saja tentang barang bukti untuk dikembalikan kepada yang paling
berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dirampas untuk dimusnahkan.
Karena kedudukan barang bukti ini sangat penting dalam pembuktian suatu
perkara pidana maka dalam pemeliharaannya harus dikelola dengan tertib. Pada
Pasal 4 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2014, barang bukti dapat di kategorikan
berdasarkan benda bergerak dan tidak bergerak. Pada Perkapolri Nomor 8 Tahun
2014, pengelolaan barang bukti dikelola oleh Pengemban Fungsi Pengelolaan
Barang Bukti yang merupakan anggota Polri yang ditunjuk berdasarkan surat
perintah yang dikeluarkan. Para pejabat melakukan pengelolaan sesuai dengan
prosedur pada Perkapolri tersebut sampai pada barang bukti itu dilimpahkan ke
Kejaksaan untuk masuk kedalam tahap penuntutan. Pengelolaan barang bukti di
kejaksaan diatur dalam Perja Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan
Aset.

Penelitian in merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe
penelitian adalah Doctrinal Research, yakni penelitian yang menyediakan ekspos
sistematis terhadap peraturan yang mengatur Kkategori hukum tertentu,
menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami
hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang. Sesuai dengan
sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual aproroach). Untuk menganalisis isu hukunnya,
menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang
teknik pengumpulan nya melalui studi pustaka. Bahan hukum yang didapat
dianalisis melalui analisis teks/isi (content analysis) berdasar logika dan
argumentasi hukum.

Barang bukti berupa barang branded yang diperoleh dari hasik tindak pidana
penipuan oleh terpidana Rizky Amalia Binti Solihin disita oleh pihak penyidik
yang mana selanjutnya sesuai Pasal 8 ayat (2) Perkapolri No. 8 Tahun 2014



diserahkan kepada Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti untuk diregister
dan disimpan pada tempat penyimpanan barang bukti. Untuk penyimpanan barang
bukti ini dalam pelaksanaannya bisa di Kantor Polisi atau di RUPBASAN yang
berwenang. Untuk penyimpanan di RUPBASAN maka pengelolaannya diatur
pada Permenkumham No. 16 Tahun 2014, barang bukti berupa barang branded
ini yang kemudian akan diterima oleh RUPBASAN dari Penyidik, kemudian
melewati beberapa tahapan penerimaan sesuai Pasal 3 Permenkumham ini. Jika
sudah maka sesuai Pasal 15, Kepala RUPBASAN wajib mengelola Basan dan
Baran dengan cara melakukan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan; dan
penyelamatan. Jika penyimpanan barang bukti berupa barang branded ini
dilakukan di Kantor Kepolisian yang berwenang maka selanjutnya Polisi yang
menjabat sebagai Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti wajib melakukan
prosedur pengelolaan barang bukti sesuai Perkapolri No. 8 Tahun 2014. Yang
pada bab ini prosedur pengelolaan barang bukti dibagi menjadi tiga bagian, yaitu
bagian kesatu mengenai penerimaan dan penyimpanan, bagian kedua mengenai
pengamanan dan perawatan, bagian ketiga mengenai pengeluaran dan
pemusnahan. Setelah dilakukan tahap I, maka barang bukti ini yang berupa
barang branded ini dilimpahkan ke Kejaksaan. Pada ruang lingkup Kejaksaan
yang berwenang terhadap barang bukti adalah Penuntut Umum dan dalam
pengelolaannya adalah Sub Seksi Pengelolaan Barang Bukti, setelah diterima oleh
Kejaksaan maka sesuai Pasal 982 ayat (1) Perja No. 6 Tahun 2017 Subseksi
Barang Bukti mempunyai tugas melakukan pencatatan benda sitaan dan barang
bukti pada register, buku register pembantu, label dan kartu barang bukti,
penyimpanan dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti. Untuk
penyimpanannya barang bukti berupa barang branded ini bisa dilakukan di
Kejaksaan ataupun di RUPBASAN, jika di Kejaksaan maka pengelolaannya
diatur pada Perja No. 6 Tahun 2017 dan Perja No. 7 Tahun 2020.

Pertanggungjawaban barang bukti dilakukan oleh para pihak yang bertanggung
jawab pada tiap tingkatannya, secara yuridis untuk tingkat penyidikan
dilaksanakan oleh Penyidik dan pengelolaannya di laksanakan oleh Pengemban
Fungsi Pengelolaan Barang Bukti sedangkan pada tahap Penuntutan secara yuridis
dilaksanakan oleh Penuntut Umum dan Sub Seksi Pengelolaan Barang Bukti.
Untuk barng bukti yang disimpan di RUPBASAN maka tanggung jawab secara
fisik barang bukti ada pada Kepala RUPBASAN. Jika melihat KUHP terdapat
pasal yang memberikan pidana terhadap pelaku yang merusak barang bukti,
tertulis pada Pasal 231 ayat (1) dan (2) KUHP. Jika yang merusak barang bukti
tersebut merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ataupun
penyimpan barang yang dilakukan sengaja ataupun karena kelalaiannya, maka
akan dijerat dengan Pasal 231 ayat (3) dan (4) KUHP. Untuk ruang lingkup Polri
jika terjadi kerusakan barang bukti akibat kelalaiannya atau karena
kesengajaannya maka akan dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku,
dan jika terbukti maka selain dijerat pasal sesuai KUHP juga akan diberikan
sanksi sesuai dengan kode etik profesi polri. Di ruang lingkup Kejaksaan maupun
RUPBASAN tidak dijelaskan bentuk tanggung jawab dan sanksi selain pada pasal
KUHP yang dikenakan kepada penanggung jawab, apakah hanya dilakukan
penyidikan dan dilakukan penuntutan untuk meminta ganti kerugian barang bukti
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jika barang bukti tersebut pada amar putusannya dikembalikan kepada pihak yang
berhak. Hal ini berdampak besar jika barang tersebut memiliki nilai yang tinggi

seperti barang branded pada kasus arisan online yang menjerat terpidana Rizki
Amalia Binti Solihin.
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ABSTRAK

Barang bukti dan alat bukti merupakan sesuatu yang berbeda tetapi berhubungan
erat dalam kepentingan pembuktian pidana maupun sebagai penambah keputusan
dalam pengambilan putusan di pengadilan. Yang mana putusan itu bisa saja
tentang barang bukti untuk dikembalikan kepada yang paling berhak, dirampas
untuk kepentingan negara atau dirampas untuk dimusnahkan. Karena kedudukan
barang bukti ini sangat penting dalam pembuktian suatu perkara pidana maka
dalam pemeliharaannya harus dikelola dengan tertib. Pada Pasal 4 Perkapolri
Nomor 8 Tahun 2014, barang bukti dapat di kategorikan berdasarkan benda
bergerak dan tidak bergerak. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan
menganalisis penanganan barang bukti berupa barang branded studi kasus arisan
online ditinjau dari undang-undang perlindungan data pribadi. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normative menggunakan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis.

Barang bukti berupa barang branded harus dikategorikan sesuai dengan peraturan
yang berlaku terlebih dahulu apakah barang branded tersebut mudah rusak
ataupun dalam hal penyimpananannya memerlukan biaya yang tinggi, jika tidak
dikategorikan mudah rusak maupun memerlukan biaya tinggi dalam hal
penyimpananannya maka pengelolaan, perawatan, maupun penyimpanan
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.. Jika terjadi kerusakan barang
bukti akibat kelalaiannya atau karena kesengajaan maka akan dilakukan
penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku, dan jika terbukti maka akan dijerat
pasal sesuai KUHP.

Kata kunci (keyword): penanganan barang bukti, barang branded, arisan online
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kehadirat Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Mahakuasa yang telah
melimpahkan rahmatNya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan
ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan Penulis kepada selesainya penyusunan
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selesailah sudah karya ilmiah skripsi yang penulis kerjakan. Penyusunan skripsi
ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan,
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penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu
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tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang
Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011
tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/ 10/2014
tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 036/A/JA/09/2011
Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak
Pidana Umum.
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